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Abstrak: Kajian tentang waris merupakan kajian yang 
sangat berlimpah sumbernya dalam hukum Islam, selain 
ketentuan ayat dan hadist waris terbilang lebih lengkap 
dibandingkan masalah hukum lainnya. Seluruh buku fiqh 
klasik maupun kontemporer selalu memasukkan waris 
sebagai bagian kelengkapan pembahasan. Kajian lapangan 
berikut ini sudah tentu tidak hanya membahas masalah 
waris dari perspektif doktrin semata, melainkan juga 
sikap masyarakat adat portibi Julu Sumatera Utara 
menyikapi hukum waris Islam sebagai bagian dari 
ketentuan adat mereka.  Proses penelitian menemukan 
bahwa bagian waris bagi anak angkat pada masyarakat 
Batak di desa Portibi Julu ditetapkan ketika 
pengangkatan anak (mangain) berlangsung. Anak angkat 
mendapatkan waris sebagaimana anak kandung, baik 
dalam persoalan jumlah maupun waktu pembagian. 
Walaupun terkesan menyimpang dari ketentuan hukum 
Islam, anak angkat menutup (hijab) ahli waris lainnya 
dalam mewarisi hal ini disebabkan anak angkat telah 
terputus hak warisnya dari orang tua kandungnya. 
Kata Kunci: Penetapan Waris, Adat Waris Batak, dan 
dalihan na tolu   
Pendahuluan 
Anak adalah wujud nyata reproduksi dan 
perkembangbiakan manusia melalui jalur perkawinan. Wahbah 
az-Z}uhayliy dalam kitabnya al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu 
menjelaskan bahwa salah satu filosofi legitimasi perkawinan 
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adalah menyelamatkan manusia dari kepunahan dan kelangkaan 
yaitu melalui reproduksi dan perkembangbiakan.
1
 Begitu pula 
dengan ‘Ali Ah{{mad al-Jurja>wi dalam kitabnya H}ikmah al-
Tasyri’ wa Falsafatuh yang menerangkan keberadaan bumi dan 
segala isinya sangat berkaitan erat dengan keberadaan manusia 
yang mendiami bumi tersebut. Dan keberadaan manusia itu 
sangat terkait dengan perkawinan.
2
 
Muh}ammad Yusuf Qard}hawi berpendapat bahwa anak 
adalah pemegang keistimewaan orang tua. Tidak ada perbedaan 
mengenai jenis kelamin anak tersebut. Anak menjadi penenang 
saat orang tuanya hidup dan sebagai pelanjut dan penerus 
keberadaan orang tua saat telah meninggal dunia. Anak akan 
mewarisi tindak-tanduk orang tua dan ciri-cirinya. Oleh karena 
itulah, Allah mengharamkan zina dan mewajibkan kawin demi 
melindungi nasab sehingga tidak tercampur.
3
 
Namun demikian, tidak semua pasangan suami istri dapat 
dipastikan memiliki anak setelah lama berkeluarga. Beberapa 
pasangan suami istri tidak dapat memiliki anak sehingga 
muncul term pengangkatan anak (adoption) yang merupakan 
proses transformasi seorang anak dari orang tua kandung 




Muderis Zaini mengatakan dalam bukunya Adopsi Suatu 
Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum bahwa pengangkatan anak 
adalah salah satu usaha yang dilakukan manusia yang pada 
umumnya tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, yaitu 
benturan naluri manusiawi mengenai keinginan untuk 
mempunyai anak dengan takdir Ilahi yang tidak mewujudkan 
                                                                
1
 Wah}bah az-Z}uhayliy, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, Juz 9, (Beirut: Da>r 
al-Fikr, 1997), 6514 
2
 ‘Ali Ah}mad al-Jurja>wi, H}ikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh, Juz 2, (Jeddah: 
Al-H<aramaiyn, tt), 7  
3
 Muh}ammad Yusuf Qard}hawi,  Halal dan Haram dalam Islam, terj. H. 
Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 307 
4
 Jenny Keating, A Child for Keeps: The History of Adaption in England, 
1918-1945, (UK: Palgrave Macmillan, 2009), 2 
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 Muh}ammad Yusuf Qard}hawi mengatakan 
bahwa permasalahan anak angkat ini telah berlaku sebelum 
datangnya Islam. Bahkan, setelah Islam datang, masalah 
pengangkatan anak tersebut masih tersebar luas di masyarakat 
Arab sehingga Nabi Muh}ammad sendiri mengangkat seorang 
anak, yaitu Zayd bin H<arisah.
6
 
Berbeda dengan paparan di atas, masyarakat Batak  
memiliki persepsi yang unik dan berbeda. Keunikan tersebut 
dapat dilihat melalui kepercayaan masyarakat akan tradisi 
pengangkatan anak sebagai solusi dari ketiadaan anak laki-laki 
yang dipercaya sebagai sebuah kekurangan dalam berkeluarga.
7
 
Begitu juga dengan konsekuensi dan akibat yang terjadi pasca 
pengangkatan anak yang terkait dengan hubungan waris, 
hubungan perwalian dan hubungan marga.
8
 Pengangkatan anak 
harus berasal dari lingkungan keluarga dan kerabat dekat. 
Pengangkatan anak itu dilakukan dihadapan dalihan na tolu  
dan pemuka adat yang bertempat tinggal di sekeliling tempat 
tinggal orang yang mengangkat anak.
9
 
Pengangkatan anak yang dilakukan dalam adat Batak  
sudah tentu memiliki implikasi serius terhadap akibat hukum 
dan aspek hukum yang akan menjadi kajian utama pembahasan 
penelitian kali ini.   
Ketentuan Waris dalam Doktrin Islam 
Muh}ammad ‘Ali As}-S}habuni memberi pengertian waris 
sebagai berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain 
atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya. Hal tersebut 
                                                                
5
 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 1995), 1 
6
 Qard}hawi,  Halal dan Haram dalam Islam, 309 
7
 J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak  Toba, (Yogyakarta: 
PT. LKis Pelangi Aksara, 2004), 302 
8
 M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, (Jakarta: 
Akademika Pres, 1985), 21 
9
 Sunarmi, Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak  Toba (Suatu 
Analisis Berdasarkan Hukum Adat), (e-USU Repository: Universitas 
Sumatera Utara, 2004), 2 
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didasari dari asal kata waris itu sendiri yaitu bahasa Arab yang 
berbunyi mi>rats yang merupakan bentuk infinitif dari kata wa-
ra-tsa.Secara leksikal waris adalah berpindahnya hak 
kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya 
yang masih hidup, baik yang ditinggal itu berupa uang, harta, 
tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.
10
 
As}-S}habuni mengatakan bahwa pengertian waris tidak terbatas 
pada hal yang bersifat material seperti harta kekayaan, rumah, 
kendaraan tetapi juga hal-hal yang bersifat non-materi.
11
 
Wahbah Az-Zuh{ailiy menjelaskan bahwa definisi dari 
warisan adalah segala sesuatu yang terdiri dari harta 
peninggalan ataupun hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh 
seseorang yang meninggal dunia untuk para ahli warisnya yang 
telah ditentukan oleh syariat.
12
 Sedangkan Sayyid Sabiq 
berpendapat bahwa waris adalah bagian. Hal ini karena waris 
tersebut memiliki arti yang sama dengan fara<id} yang 
merupakan bentuk jamak dari fari<d}ah dan diambil dari kata 
fard{u yang berarti bagian.
13
 
Dasar ketentuan hukum Islam terdapat beragam 
ketentuan yang terdapat dalam nas} al-Qur'an dan hadis yang 
secara tegas memberikan penjelasan tentang waris. Ketentuan 
al-Qur'an yang menjelaskan aturan kewarisan dapat ditemukan 
dalam surat al-Nisa>. Ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan 
sama-sama berhak mendapat warisan. dari orang tua dan 
kerabatnya.
14
 Ketentuan  tiga bagian anak yaitu 2:1 jika ada 
anak laki-laki dan perempuan secara bersamaan, 2/3 bagi dua 
anak perempuan atau lebih, dan ½ jika seorang diri. Kemudian 
bagian ibu dan bapak yang mendapat 1/6 jika ada anak pewaris, 
Ibu mendapat 1/3 jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan 
                                                                
10
 Muh}ammad ‘Ali As}-S}habuni, Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, 
(Bandung, Diponegoro, 1995), 32 
11
 Ibid., 33. Baca Qs. Al-Naml, 16., al-Qas}as}, 58 
12
 Wah}bah az-Z}uhayliy, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, Juz 9, (Beirut: Da>r 
al-Fikr, 1997), 7697 
13
 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1003. 
14
 Al-Nisa>’ 7 
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jika ibu bersama saudara pewaris ibu mendapat 1/6 warisan. 
Kemudian menjelaskan tentang wasiat dan hutang.
15
 
Hadis Nabi yang langsung mengatur kewarisan 
memberikan petunjuk bahwa ‚Berikanlah fara>id (bagian-bagian 
yang ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya 
berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang 
terdekat.16 Hal senada juga dapat ditemukan dalam hadis lain 
yang berisi anjuran memberikan bagian waris sesuai kadar yang 
seharusnya ahli waris terima 
17 
Dalam pelaksanaan waris unsur-unsur yang harus 
dipenuhi selain adanya ahli waris adalah adanya Pewaris (al-
muwarris|).18  Baik meninggal dunia secara de facto maupun de 
jure yang dinyatakan oleh putusan hakim. unsur lain yang harus 
ada adalah harta peninggalan. Menurut Hanafiyah harta warisan 
adalah segala sesuatu yang ditinggal pewaris berupa harta 
benda dan hak.
19
 Hak-hak yang bersangkutan dengan harta 
peninggalan yang wajib ditunaikan adalah Biaya perawatan 
jenazah (tajh}iz) yaitu segala beban biaya yang digunakan 
merawat jenazah, mulai dari saat meninggal sampai selesai 
penguburan. Biaya perawatan jenazah diambil dari harta 
peninggalan orang yang meninggal menurut ukuran yang wajar, 
tidak berlebihan dan tidak kurang. Sebab jika berlebihan akan 
mengurangi hak pewaris, dan jika sangat kurang mengurangi 
hak si mati. 
Selain masalah perawatan jenazah, Hutang pewaris wajib 
dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima 
atau kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan. Hutang 
tersebut dilunasi dari harta peninggalan pewaris. Hutang dapat 
diklasipikasikan pada 2 macam, yaitu daiynullah yaitu 
kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan misal 
                                                                
15
 Ibid., 11 
16
 Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Darul Fikri, tt) 560  
17
 Ibnu Ma>jah,al-H}afiz} Abi> Abdillah Muhammad ibnu Yazi>d al-Qazwainiy, 
Sunan Ibnu Ma>jah, juz II, (Beirut: Da>r al-Kutub ‘Ilmiyah, 275 H), 908 
18
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana,2004), 204  
19
 Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah,  juz III, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2006), 1004 





The Indonesian Journal of Islamic Family Law 
Volume 01, Nomor 01, Juni 2011 
 
6 
membayar zakat, kafarat. Menurut Ibnu Hazm dan Syafi’iyah, 
hutang ini harus didahulukan dari hutang lain, kemudian daiyn 
al-‘ibad yaitu segala hutang kepada manusia.20 Kewajiban lain 
yang harus dilaksanakan adalah wasiat pewaris. Wasiat adalah 
memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela kepada orang 
lain ditangguhkan sampai terjadi peristiwa kematian orang 
yang berwasiat baik berupa barang atau manfaat.
21
 
Walaupun ketiga unsur tersebut telah jelas ada, semua 
Ulama sepakat bahwa sebab mewarisi ada tiga.
 22
 Adanya 
Ikatan Perkawinan (an-Nika>h),23 ‘Abdul ‘Aziz Muh{ammad 
Sulayma>n, dalam kitab al-Kunu<z al-Ma<liyah fi al-Fara>idh al-
Jilliyah, menjelaskan bahwa suami dapat mewarisi istrinya atau 
istri dapat mewarisi suaminya jika pernikahan tersebut 
dilakukan dengan akad yang sah menurut syari’at, baik 
pasangan suami istri itu sudah dukhu>l atau belum.24 Suami 
maupun istri tidak dapat saling mewarisi jika pernikahan yang 





Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy 
menambahkan bahwa seorang suami dan istri dapat saling 
mewarisi jika ikatan perkawinan tersebut ada secara de facto 
dan de jure.27 Perkawinan de facto adalah perkawinan yang 
dilakukan secara sah dan kedua suami istri masih hidup, 
sedangkan perkawinan de jure adalah perkawinan yang 
                                                                
20
 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1971), 49 
21
 Al-Nisa>, 11 
22
 Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih 
Empat Madzhab, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2001), 321 
23
 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1971), 113 
24
 Abdul Aziz Muh}ammad Sulaiman, al-Kunuz al-Ma<liyah fi al-Fara<id{h al-
Jaliyah, (Riyadh: Al-Maktabah, tt),  9 
25
 Pernikahan fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat. Baca 
Abdul Aziz Muhammad Sulaiman, al-Kunuz al-Maliyah fi al-Faraidh al-




 TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, (Semarang: Pustaka Rizki 
Putra, 1999), 30 
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dilakukan secara sah tetapi salah satu di antara suami dan istri 
telah meninggal dunia.  
Selain sebab perkawinan Muh}ammad Jawa>d Mughniyyah 
berpendapat bahwa kekerabatan juga menyebabkan seseorang 
berhak menerima warisan. Kekerabatan menurutnya adalah 
hubungan keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya 
berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah ke 
atas, atau anak ke bawah, maupun pada jalur yang 
memunculkan orang ketiga, yaitu saudara-saudara dan paman 
dari ayah atau ibu.
28
 
Kekerabatan adalah penyebab pokok kewarisan.
29
 Hal ini 
disebabkan oleh ikatan yang sangat kuat antara pewaris dan 
ahli waris. Jika perkawinan dapat putus melalui perceraian, 
maka kekerabatan tidak dapat putus dengan cara apapun. 
Wah}bah az-Z}uhayliy mengelompokkan ahli waris menurut 
hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris menjadi empat 
golongan yaitu Bunu>wah, Ubu>wah, Ukhu>wah dan ‘Umu>mah.30 
Pengangkatan Anak dan Bagian Waris Anak Angkat dalam 
Adat Batak  di Desa Portibi Julu 
Masyarakat adat Batak  di desa Portibi Julu masih terus 
menjunjung tinggi nilai-nilai adat leluhur. Mereka beranggapan 
bahwa nilai-nilai adat lebih bersifat kekeluargaan sehingga 
menjaga kerukunan antar sesama. Mereka lebih memilih untuk 
mengedepankan adat istiadat dibandingkan akte notaris atau 




Tata Cara pengangkatan anak (mangain atau paranakhon) 
pada masyarakat Batak  di desa Portibi Julu yaitu 
berkumpulnya dua belah pihak keluarga terlebih dahulu, yaitu 
                                                                
28
 Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqih Lima Mazhab, terj. Masykur A.B, 
Afif Muhammad, Idrus alkaf, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), 540 
29
 Muh{ammad Syah{at Jundy, al-Mira>ts fi al-Syari>’at al-Isla<miyah, (Kairo: 
Dar al-Fikr, tt), 61 
30
 az-Z}uhayliy, al-Fiqh, 7703 
31
 Ilham Lubis, Wawancara,  03 April 2011 





The Indonesian Journal of Islamic Family Law 
Volume 01, Nomor 01, Juni 2011 
 
8 
keluarga yang mengangkat anak (mangain) dan keluarga yang 
anaknya akan diangkat (diain). Dua pihak keluarga tersebut 
akan bermusyawarah (marpokat) tentang niat masing-masing. 
Dalam marpokat tersebut hadir juga dalihan na tolu dan tetua 
adat atau kampung (natua-tuani huta).32 
Hormat Harahap mengatakan bahwa marpokat tersebut 
bertujuan agar kedua belah pihak sama-sama saling menjaga 
kepercayaan satu dengan lainnya. Pihak yang mangain haruslah 
merawat anak angkat (anak nanian) sebagaimana merawat anak 
keturunan sendiri. Tidak membeda-bedakan kedudukan ataupun 
status walaupun bukan anak kandung. Begitu pula dengan pihak 
yang diain anaknya, mereka harus percaya dengan orang tua 
anak nanian tersebut.33 
Selain itu dalihan na tolu dan juga natua-tuani huta 
menjadi saksi akan kesepakatan dua pihak keluarga. Sebagai 
saksi dalihan na tolu dan natua-tuani huta bertanggung jawab 
untuk menasihati dua keluarga yang bersepakat tersebut jika 
bermasalah di esok hari. Hal ini menunjukkan bahwa azas 




Kebiasaan yang banyak terjadi anak nanian diangkat 
ketika masih bayi. Hanya ada beberapa kasus anak nanian diain 
ketika telah remaja atau dewasa. Hal ini lebih bersifat 
psikologis anak itu sendiri.
35
 
Selanjutnya, orang tua yang mangain akan mengadakan 
pesta syukuran. Pesta tersebut hampir sama dengan acara 
aqiqah seorang bayi. Perbedaannya terletak ketika keluarga 
yang mangain diharuskan untuk memotong kerbau bukan 
kambing.
36   Acara syukuran itu dihadiri oleh dalihan na tolu 
yang terdiri dari pihak isteri yang mengangkat (hula-hula), 
sanak keluarga semarga ayah yang mengangkat (Dongan tubu), 
                                                                
32




 Ilham Lubis, Wawancara,  03 April 2011 
35
 Awaluddin Hasibuan, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011 
36
 Hormat Harahap, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011 
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pihak keluarga suami anak perempuan/saudara perempuan dari 
ayah yang mengangkat (Boru) dan juga para tetua yang 
bermukim di tempat pihak keluarga yang mengangkat (natua-
tuani huta).37 
Pada acara tersebutlah disematkan marga orang tua 
mangain yang secara langsung menghapus marga orang tua 
diain dari nama bayi tersebut. Tidak ada acara penyerahan bayi 
dari orang tua yang diain kepada orang tua yang mengain. 
Prinsip masyarakat Batak  di desa portibi mengatakan bahwa 
penyematan marga tersebut secara tidak langsung sudah 





misalnya, setelah menikah selama tiga belas tahun, tidak juga 
mempunyai anak angkat sehingga mengangkat anak dari 
saudara semarga (Iboto) yang memiliki lima anak laki-laki. 
Anak kelima dari saudaranya tersebut diain dengan proses 
sebagaimana di atas yang didahului oleh proses 
mufakat(marpokat). 
Setelah kesepakatan bersama dicapai, keluarga X 
mengadakan acara pengangkatan anak yang prosesi acaranya 
sebagaimana proses aqiqah dalam Hukum Islam. Keluarga 
terdekat, dalihan na tolu, tokoh adat, tokoh agama dan juga 
tetangga terdekat diundang untuk kemudian menyembelih 
seekor kerbau sebagai hidangan untuk para tokoh adat, tokoh 
agama dan dalihan na tolu.  
Menurut ketentuan hukum adat masyarakat Batak ,
 40
 ada 
beberapa ketentuan dalam pengangkatan anak yang harus 
dipenuhi oleh pihak yang mengain. Ketentuan ini adalah anak 
diain haruslah anak laki-laki. Dalam pandangan masyarakat 
adat Batak  yang bersifat patrilineal, anak laki-laki memiliki 
kedudukan yang penting dalam kelanjutan kehidupan. Anak 
laki-laki tidak hanya sebagai penerus marga yang menjadi tanda 




 Awaluddin Hasibuan, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011 
39
 Inisial dirahasiakan untuk menjaga privasi 
40
 Burhanuddin Siregar, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011  
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kehidupan anak cucu keturunan melainkan juga sebagai 




Ichlasiah Dalimoenthe membahas hal ini dalam tesisnya 
yang berjudul ‚Status Sosial Ekonomi dan Persepsi Terhadap 
Nilai Anak Laki-Laki dalam Keluarga Batak -Mandailing di 
Kotamadya Medan‛ dan dibenarkan oleh Burhanuddin Siregar 
sebagai natua-tuani huta. Kelebihan nilai laki-laki dibanding 
perempuan dalam ketentuan adat Batak adalah terletak pada 
keberlangsungan marga yang hanya ditetapkan menurut garis 
keturunan laki-laki. Adat Batak  memutuskan bahwa jika 
seorang suami meninggal dunia, maka istri tidak dapat kawin 
lagi begitu saja melainkan melalui proses perceraian. Orang 
yang berhak menceraikan adalah anak laki-laki kandung, anak 
laki-laki tiri atau cucu laki-laki. Jika keluarga tersebut tidak 
memiliki anak laki-laki, maka kerabat laki-laki dari suami yang 
meninggal dunia dapat bertindak sebagai orang yang 
menceraikan istri tersebut. 
Menurut hukum waris Batak, hanya turunan laki-laki 
yang berhak mendapat warisan. Apabila pewaris laki-laki tidak 
ada, maka harta benda waris akan diwariskan kepada orang 
yang satu marga dan satu keturunan dengan pewaris seperti 
bapak dari pewaris, saudara laki-laki, kakek dan seterusnya dari 
garis keturunan laki-laki. Keutamaan anak laki-laki 
dibandingkan anak perempuan di atas menyebabkan masyarakat 
Batak  memandang bahwa ketiadaan anak laki-laki dalam 
keluarga merupakan kehidupan sengsara yang akan berlanjut di 




Burhanuddin Siregar menilai bahwa ketentuan untuk 
mengangkat anak hanya dibatasi pada anak laki-laki saja adalah 
hal yang wajar mengingat anak laki-laki begitu tinggi nilainya 




 J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak  Toba, (Yogyakarta: 
PT. LKis Pelangi Aksara, 2004), 302 
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di mata adat masyarakat Batak . Bahkan, selain pengangkatan 
anak, adat Batak  memberikan opsi untuk menikah lagi atau 




Ketentuan lain adalah anak yang diain berasal dari 
saudara semarga (iboto) atau saudara dekat. Ketentuan 
pengangkatan anak (mangain atau paranakhon) juga memuat 
ketentuan bahwa anak yang diain adalah anak yang berasal dari 
saudara semarga (iboto) atau saudara dekat.45  
Namun demikian, ketentuan ini lebih bersifat kebiasaan 
ketimbang sesuatu yang harus dilakukan.
46
 Hal ini dikarenakan 
jarang ada orang tua yang ingin pisah dengan anaknya tanpa 
ada hubungan kekeluargaan yang tersisa. Maka saudara-saudara 
semarga (iboto) atau saudara dekat yang akan bersedia 
membantu orang tua yang mangain tersebut.47 Dua ketentuan 
pengangkatan anak pada masyarakat adat Batak  di atas, 
menurut Hamzah Hasibuan, tetua adat yang juga pemuka 
agama di desa Portibi Julu mempunyai kesamaan dalam 
beberapa hal dengan apa yang dilakukan oleh orang Cina yang 
diatur dalam S. 1917/129. Hamzah menilai bahwa hal ini 
mungkin saja pengaruh dari nilai-nilai Hindu-Buddha yang 




Alasan Pengangkatan Anak di Desa Portibi Julu dapat 
ditemukan dalam ungkapan anakkhon hi do hamora di ahu yang 
menunjukkan bahwa keberadaan seorang anak begitu berharga 
                                                                
43
 Bigami adalah menikah dengan dua perempuan dalam satu waktu. Hal ini 
sebagaimana poligami secara umum. Namun, dalam masyarakat adat Batak , 
jumlahnya hanya dibatasi hingga dua. Jika dua orang tidak juga melahirkan 
anak laki-laki, maka akan diceraikan salah satunya untuk kemudian menikah 
lagi. Baca J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak  Toba, 
(Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2004) 
44
 Burhanuddin Siregar, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011 
45
 Arman Hasibuan, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011 
46
 Ibid  
47
 Ramli Harahap, Wawancara, Portibi Julu, 10 April 2011 
48
 Hamzah Wawancara, Portibi Julu, 10 April 2010 
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dalam keluarga. Namun demikian, dalam kenyataannya 
pengangkatan anak tetap berlangsung dengan beberapa alasan 
alas an lain.
49
 Pengangkatan anak sebagai pemancing untuk 
memperoleh anak. Walaupun terkesan hanya mitos, hal ini 
sering kali terbukti. Alasan ini menjadikan sering ditemukan 
anak nanian menjadi anak pertama dalam keluarga. 
Pengangkatan anak sebagai pemeliharaan belaka bagi 
anak yang memerlukan kasih sayang dari orang tua yang telah 
tiada. Dalam kasus seperti ini, orang tua yang mengain akan 
memelihara, mengasuh, mendidik anak tersebut seperti anaknya 
sendiri tetapi tidak menjadikannya seperti anak kandung. 
Pengangkatan anak bias juga disebabkan tidak 
mempunyai keturunan sehingga anak tersebut dijadikan 
sebagaimana anak kandung. Hal ini juga berlaku ketika seorang 
masyarakat adat Batak  tidak mempunyai anak laki-laki 
kandung sehingga untuk meneruskan keturunannya diperlukan 
pengangkatan anak laki-laki. Dalam banyak kesempatan, nara 
sumber juga menyebutkan bahwa pengangkatan anak dilakukan 
karena ketakutan untuk menghadapi masa tua seorang diri. 
Meski telah mempunyai anak, namun karena telah dewasa dan 
merantau ke berbagai daerah, ada juga orang tua yang 
mengangkat anak untuk dijadikan teman di rumah sehingga 
tidak sunyi. 
Kedudukan anak angkat dalam keluarga pada masyarakat 
adat Batak  di desa Portibi Juluyang  dipaparkan oleh M. 
Budiarto dan dibenarkan oleh narasumber penelitian 
50
 
menjelaskan bahwa anak angkat tidak dapat memperoleh hak 
waris dari orang tua kandung dan akan mendapatkan hak 
tersebut dari orang tua angkat. Hubungan perwalian yang 
menegaskan bahwa segala hak dan kewajiban orang tua 
kandung beralih kepada orang tua angkat. Hal senada juga 
terjadi pada masalah Hubungan marga, gelar dan kedudukan 
                                                                
49
 Nama-nama narasumber tidak ditampilkan untuk menjaga privasi 
50
 M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, (Jakarta: 
Akademika Press, 1985), 21 
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adat yang menjelaskan tentang penetapan marga, gelar dan 
kedudukan adat anak angkat yang bersumber dari orang tua 
angkat dan tidak berasal dari orang tua kandung. 
Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kedudukan 
anak angkat (anak nanian) sama seperti anak kandung yaitu 
dapat mewarisi dan mempunyai larangan untuk menikah 
dengan saudara angkatnya sendiri, walaupun bukan muhrim. 
Keluarga X
51
 misalnya, yang mengangkat bayi dari kakak 
kandungnya sendiri. Bayi tersebut telah tumbuh dewasa dan 
mendapatkan waris dari ayahnya yang telah meninggal dunia. 
Selain itu, ia juga mewarisi kedudukan ayahnya sebagai 
pemuka agama dalam kekerabatan Harahap yang menjadi 
marga ayah angkatnya. Ia juga yang bertindak sebagai wali 
ketika pernikahan adiknya yaitu anak perempuan paling kecil di 
keluarga X. anak angkat yang mempunyai marga sebagaimana 
marga bapak angkatnya. Ia tidak lagi mewarisi marga dari bapak 
kandungnya.
52
 Anak angkat secara tidak langsung akan menjadi 
anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Maka ia akan menjadi 
anak laki-laki yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam 
mengurusi harta benda yang menjadi lambang keluarga. 
Sebelum proses diain-mengain, dua pihak keluarga yang 
terkait akan berkumpul bersama para tetua adat (natua-tuani 
adat) dan dalihan na tolu. Maka dalam perkumpulan itu juga 
akan dibicarakan bahwa anak yang diain akan mewarisi harta 
dari orang tua yang mengain.53 Semenjak itu tidak ada lagi 
perbedaan antara anak kandung dan anak angkat. Segala 
kegiatan dan aktivitas berjalan tanpa perbedaan. Penetapan 
waris terhadap anak angkat tidak dilakukan lagi karena telah 
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 Inisial dirahasiakan atas permintaan narasumber, menjaga privasi. 
52
 Burhanuddin Siregar, Wawancara, Portibi Julu, 03 April 2011 
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Walaupun telah dijelaskan tentang pembagian waris 
menurut Hukum Islam, para tokoh adat sekaligus agama 
tersebut tetap menjelaskan bagaimana tata cara pembagian adat 
secara turun menurun sehingga anak nanian yang tidak 
mendapatkan waris sedikit pun dalam Hukum Islam akan 
mendapatkan waris sebagaimana halnya anak kandung. Hal ini 
tidak menjadi konflik karena dilakukan dengan musyawarah 
(marpokat) kekeluargaan.55 Kasus ini terlihat pada keluarga X 
yang telah mengangkat anak sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya, membagikan waris menurut Hukum Islam dengan 
memberikan bagian kepada anak angkat sebagaimana bagian 
anak kandung laki-laki lazimnya, yaitu dua berbanding satu. 
Selanjutnya, anak angkat menjadi tulang punggung keluarga 
untuk mengepalai keluarga tersebut. 
Setelah penetapan di atas berlangsung, maka harta benda 
peninggalan yang menjadi harta waris tersebut akan dibagikan 
kepada semua ahli waris termasuk anak angkat. Pembagian 
waris biasanya sesuai ketentuan hukum waris Islam ditambah 
dengan kewajiban anak laki-laki, yang secara langsung akan 
diemban oleh anak angkat, menjadi pengganti kedudukan orang 
tua dalam keluarga. 
Di beberapa keluarga di Desa Portibi Julu membagikan 
waris sebelum pewaris meninggal dunia. Namun hal ini akan tetap 
dijelaskan ulang oleh pihak keluarga dan disaksikan oleh dalihan 
na tolu dan tetua adat pada saat pewaris meninggal dunia. 
Ketentuan tentang penerimaan waris yang telah diatur sebelum 
pewaris meninggal dunia akan dicabut jika ada konflik internal di 
dalam keluarga. Namun hal itu jarang terjadi.
56  
Penutup 
Berdasarkan uraian dan keterangan mengenai tinjaun 
Hukum Islam terhadap proses penetapan waris anak angkat 
                                                                
55
 Syarifuddin Lubis, Wawancara, 10 April 2011 
56
 Syarifuddin Lubis, Wawancara, 10 April 2011 
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masyarakat Batak di desa Portibi Julu di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa proses penetapan waris bagi anak angkat 
pada masyarakat Batak di desa Portibi Julu berlangsung ketika 
pengangkatan anak (mangain) berlangsung. Tidak ada momen 
tertentu untuk menetapkan waris bagi anak angkat ketika orang 
tua angkat meninggal dunia. Anak angkat akan mendapatkan 
waris sebagaimana anak kandung, baik dalam persoalan jumlah 
maupun waktu pembagian. Anak angkat juga tidak lagi 
mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya karena telah 
dialihkan kepada orang tua angkat. Anak angkat juga menutup 
(hijab) ahli waris lainnya dalam mewarisi.  
Proses penetapan waris bagi anak angkat pada masyarakat 
Batak di desa Portibi Julu terlihat bertentangan dengan proses 
penetapan waris dalam Hukum Islam. Pertentangan tersebut 
bertemu pada titik istih{san dengan melihat sisi buruk ketiadaan 
waris bagi anak angkat. 
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